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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Deni Rahmad Mahadjura Bin Dekman Mahadjura, tempat dan tanggal

lahir  Poso,  06  Juni  1985,  agama  Islam,  pekerjaan

wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

tempat  kediaman  di  Jln  P.  Batam,Rt.006  Kel.  Moengko

Baru, Kec. Poso Kota sebagai  Pemohon I 

Musdalifa Binti Darwis Tibe, tempat dan tanggal lahir Poso, 21 Mei 1988,

agama  Islam,  pekerjaan  Pelajar/Mahasiswa,  Pendidikan

Strata  I,  tempat  kediaman  di  Jl.  Cakalang,  Rt.006,

Rw.003,Desa Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso sebagai

Pemohon II;   

;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019

telah  mengajukan  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah yang

telah  terdaftar  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Poso dengan Nomor

0056/Pdt.P/2019/PA.Pso dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa  pada  tanggal  07  Maret  2012,  para  Pemohon  melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
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  Bahwa pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon I  berstatus  Perjaka,  dan

Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan

wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwis Tibe dan

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hamzah Putra KapapuHi. Suapri

dan Sahlan LatolaBurhanudin Dg. M., SH dengan mas kawin berupa uang

sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);  

  Bahwa antara para  Pemohon tidak  ada pertalian nasab,  pertalian  kerabat

semenda  dan  pertalian  sesusuan  serta  memenuhi  syarat  dan  tidak  ada

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

  Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri dan  dikaruniai 1 (satu) orang anak;  

  Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu

gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon

tetap beragama Islam;  

  Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah,

karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di  Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Poso Pesisir,  Kabupaten Poso  dengan  alasan para  Pemohon

belum memiliki biaya yang cukup untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA

Setempat;  

  Bahwa saat  ini  para  Pemohon sangat  membutuhkan  Akta  Nikah  tersebut

sebagai legalitas formal dan untuk kepentingan alas hukum pengurusan surat-

surat Lainnya;  

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

 1.   Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
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 2.   Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Deni Rahmad Mahadjura Bin

Dekman Mahadjura) dengan Pemohon II (Musdalifa Binti Darwis Tibe)

yang  dilangsungkan  pada  tanggal  07  Maret  2012  di  Kecamatan  Poso

Pesisir, Kabupaten Poso; 

 3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

 SUBSIDAIR :

 Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain,  mohon penetapan yang

seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari  dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

telah  hadir  sendiri,  dan  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasehat

terkait  ....................  berdasarkan  hukum  Islam,  akan  tetapi  Pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  telah  mengajukan

bukti-bukti  berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

................belum diisi data alat bukti................

B.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

Bahwa  Pemohon telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud  dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan Pemohon  pada  pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  angka  …….dan  ……,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ……………..) bermeterai cukup

dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  …………..,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg

juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa saksi  1  Pemohon (nama saksi)  tidak  mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

sehat  dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Pemohon  mengenai

angka  ................  adalah  fakta  yang   dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri    dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

karena     itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana   telah diatur dalam Pasal  171 HIR/Pasal  308 R.Bg sehingga

keterangan     saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima

sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai

hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal

sehat  dan sudah disumpah,  sehingga memenuhi  syarat  formil  sebagaimana

diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Pemohon  mengenai

angka  ................  adalah  fakta  yang   dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami

sendiri  dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon,  oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR/Pasal  308  R.Bg, sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh

fakta sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;
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3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta

hukum sebagai berikut:

1. …………………………………….

………………………………………………………….;

2. …………………………………….

………………………………………………………….;

3. …………………………………….

………………………………………………………….;

Menimbang, bahwa ……………………………………………….........., oleh

karena  itu  …………………  (di  sini  hakim  menganalisa  hukum  dan

penerapannya);

Menimbang,  bahwa....................................(di  sini  satu  persatu  petitum

permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

dalil  permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Menyatakan sah perkawinan
antara  Pemohon  1.Deni  Rahmad  Mahadjura  Bin  Dekman
Mahadjura2.Musdalifa Binti Darwis Tibe dengan yang dilaksanakan pada
tanggal ..........  di Kecamatan ..........3. Membebankan kepada Pemohon
untuk  membayar  biaya  perkara  yang  hingga  kini  dihitung  sejumlah
Rp121000,00 ( seratus dua puluh satu ribu ).
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Demikian  penetapan  ini  dijatuhkan  dalam  rapat  permusyawaratan

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa tanggal  09  April  2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 SyaÃ¢â‚¬â„¢ban 1440 Hijriah, oleh kami

Faiz,  S.HI.,  MH.  sebagai  Ketua  Majelis,  #hakim_anggota_1#  dan

#hakim_anggota_2#  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh   Sitti  Fatimah,  S.Ag sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon; 

Hakim Anggota,

#hakim_anggota_1#

Ketua Majelis,

Faiz, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

#hakim_anggota_2#
Panitera Pengganti,

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
   2.  Proses  Rp80.000,00 
  3.  Panggilan  Rp0,00 
  4.  Redaksi  Rp5.000,00 
  5.  Meterai  Rp6.000,00 

    Jumlah Rp121.000,00
    ( seratus dua puluh satu ribu rupiah ) 
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